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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem penagihan 

terhadap sewa aset tanah dan bangunan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional II Sumatera Barat sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari 

bagian-bagian yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang 

dihasilkan, jaringan prosedur dan unsur pengendalian internalnya. Bagian yang 

terkait pada sistem penagihan terhadap sewa aset tanah dan bangunan di PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat meliputi fungsi 

aset, fungsi pengusahaan aset, fungsi penagihan, fungsi keuangan dan fungsi 

akuntansi-pajak. Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II 

Sumatera Barat ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi penagihan yang melakukan 

kegiatan yang dimulai dari daftar piutang yang ditagih kepada debitur kemudian 

fungsi ini juga melakukan kegiatan penerimaan pembayaran dari debitur atas 

pelunasan menyewa tanah. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan 

menimbulkan dampak yang buruk yang bisa saja terjadi, seperti kesalahan saat 

penginputan data. 

Penyebab terjadinya perangkapan fungsi tersebut dikarenakan PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kekurangan karyawan 

terlebih untuk fungsi penagihan yang hanya terdiri dari 6 orang, 4 orang 

melakukan kegiatan ke lintas atau bisa disebut melakukan penagihan langsung 

mendatangai ke debitur, sedangkan sisanya melakukan kegiatan dari mulai 

pembuatan Permintaan Pembayaran Faktur (PPF), menerbitkan faktur, membuat 
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penjagaan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk hal pengecekan, hingga 

penerbitan Surat Peringatan (SP). Sehingga penambahan untuk administrasi di 

fungsi penagihan agar memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan terhadap sewa aset 

tanah dan bangunan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II 

Sumatera Barat yaitu  faktur, permintaan bayar, daftar, dan laporan. Daftar yang 

digunakan dalam sistem penagihan ini memliki rincian dokumen seperti daftar 

faktur diterbitkan, daftar e-SPT, daftar permintaan pembayaran faktur, daftar 

permintaan non penyerahan diterbitkan, daftar PPN yang dipungut, daftar PPh 

pasal 4 ayat (2) disetor sendiri, daftar PPh pasal 4 ayat (2) dipotong pihak lain, 

daftar PPh pasal 23 dipotong pihak lain, daftar PPh 22 dipungut pihak lain, daftar 

jurnal faktur dan ringkasan jurnal, dan daftar pengakuan pendapatan bulanan dari 

pendapatan diterima dimuka. Adapun rincian laporan yang diterbitkan adalah 

laporan penerbitan faktur per jenis penyerahan barang/jasa, dan laporan 

penerbitan faktur per pelanggan. 

Unsur pengendalian internal yang digunakan dalam sistem penagihan 

terhadap sewa aset tanah dan bangunan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional II Sumatera Barat, yaitu adanya pemisahan antara unit akuntansi-

pajak dengan unit penagihan, untuk menghindari kemungkinan penggunaan 

catatan akuntansi yang mengakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

Jumlah kas yang diterima dari transaksi penerimaan kas disetor seluruhnya ke 

bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Unit penagihan melakukan 

penagihan berdasarkan dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang telah 

dibuatnya. Dokumen yang digunakan dalam transaksi baik saat memberikan surat 
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tagihan kepada debitur maupun pelunasan, telah memenuhi prinsip perancangan 

formulir. Adanya pemeriksaan secara mendadak atau sidak dari orang pusat 

kepada orang yang dibawahinya. Terdapat unit pengawas independen yang 

melakukan pengecekan secara mendadak. Secara periodik diadakan pencocokan 

jumlah fisik kas yang ada dengan menurut catatan. 

 

5.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis maka 

penulis dapat memberikan saran yang kemungkinan dapat membantu perusahaan 

atau lembaga terkait dan bagi penulis selanjutnya. serta dapat meningkatkan 

kedisiplinan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara maksimal, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk ke depannya, sebaiknya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional II Sumatera Barat dapat menggunakan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang terintegritas, sehingga dapat meminimalisasir kesalahan-

kesalahan baik itu terhadap karyawan ataupun terhadap sistem guna 

menciptakan lingkungan perusahaan yang suportif, efektif, dan efesien. 

b. Agar dapat terlaksana dari SOP (Standar Operasional Prosedur) yang 

memadai pada sistem penagihan terhadap sewa aset tanah dan bangunan di 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dalam 

rangka menjaga kekayaan, maka manajemen PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat harus memberikan pelatihan 

dan edukasi bagi karyawan yang terkait dengan aktivitas fungsi penagihan, 
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sehingga sasaran dari SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang 

memadai dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


